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Abstrak
Penelitian ini berhubungan dengan ketidakpastian dan ketidakadilan yang menimpa wajib pajak ketika mengajukan keberatan atas utang pajak yang dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang di bidang perpajakan. Setiap wajib pajak mengharapkan agar sengketa keberatan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan dapat diselesaikan melalui putusan Hakim, tidak diadili dan diputus oleh otoritas perpajakan yang merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Masalah utama yang diangkat yaitu, mengapa penerapan atau pengenaan sanksi denda akibat putusan keberatan di bidang perpajakan dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan mengapa penerapan atau pengenaan sanksi denda akibat putusan keberatan di bidang perpajakan dipandang bertentangan dengan asas keadilan. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan yang mengatur tentang penyelesian sengketa keberatan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa keberatan belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Adanya ancaman sanksi denda adiminsitrarif dalam upaya keberatan telah menimbulkan konflik norma dengan dengan UUD 1945. 

Kata Kunci: Denda Administrasi; Kepastian Hukum; Utang Pajak; Sengketa dan Keadilan.

Abstract
This research deals with the uncertainty and injustice faced by taxpayers when filing objections to tax debts, which are carried out in accordance with the mandate of tax law. Every taxpayer hopes that objection disputes between taxpayers and tax authorities can be resolved through a judge's decision, not by trial and decision by the tax authority, which is one of the disputing parties. The main problem raised is why the application or imposition of fines due to objection decisions in the tax sector is considered contrary to the principle of legal certainty and why the application or imposition of fines due to objection decisions in the tax sector is considered contrary to the principle of justice. The type of research in this thesis is doctrinal or normative research. The approaches applied are the statute approach and the conceptual approach. The sources and types of research data are secondary data. The results of the study indicate that the provisions governing the settlement of objection disputes do not reflect the principles of legal certainty and justice that balance the rights and obligations between the tax authorities and taxpayers. The settlement of objection disputes does not guarantee legal protection for taxpayers. The threat of administrative fines in objection efforts has created a conflict of norms with the 1945 Constitution.
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A. PENDAHULUAN 
[bookmark: _bookmark0] Dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pembangunan, Pemerintah membutuhkan dana yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satu diantaranya berupa penerimaan pajak yang dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.[footnoteRef:1] Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[footnoteRef:2] Pemungutan pajak dapat dipaksakan guna meningkatkan penerimaan untuk memenuhi pengeluaran pemerintah, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak.[footnoteRef:3]  [1:   Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.]  [2:  Pasal 1 angka | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan]  [3:  Lymer, A. & Oats, L. Taxation: Policy and Practice. l6th ed. (Birmingham: Fiscal Publications, 2009):3] 

Dengan substansi yang sama, pajak didefinisikan sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[footnoteRef:4] Sebagai sumber utama dalam pembiayaan pelayanan dan pembangunan nasional, peranan pajak menjadi penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan dan Pembangunan Sosial[footnoteRef:5] sehingga secara berkesinambungan perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun seiring dengan kebutuhan pembangunan bangsa dan negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, Pemerintah memutuskan beralih dari official assessment system ke self assessment system yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Latar belakang peralihan sistem pemungutan pajak dimaksud antara lain karena official assessment system dipandang belum dapat meningkatkan penerimaan dalam negeri. Self Assessment System merupakan pembaharuan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan untuk kemudian dilaporkan kepada otoritas perpajakan Mekanisme pelaksanaan self assessment system secara signifikan berbeda dengan official assessment system, dimana hak menetapkan jumlah pajak terutang beralih dari otoritas perpajakan kepada wajib pajak.[footnoteRef:6]  [4:  P.J.A. Andriani. Pengantar limu Hukum Pajak. (Bandung: Eresco, 1992): 2]  [5:  Konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.]  [6:  Saragih, Janti. Kepatuhan dan Instrumen Kebijakan Perpajakan: Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. (Bandung: Universitas Padjadjaran Program Doktor Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2014): 52.] 

Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu bahwa salah satu tujuan penerapan self assessment system di Indonesia adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, hal ini dapat dicapai apabila secara formal dan material tercipta peningkatan kepatuhan. Kepatuhan pajak adalah tindakan melaporkan semua penghasilan dan membayar semua utang pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.[footnoteRef:7] Sementara beberapa otoritas perpajakan seperti IRS, ATO, dan  IRB menyatakan kepatuhan pajak merupakan  kemampuan dan keinginan Wajib Pajak untuk mematuhi peraturanperpajakan, melaporkan penghasilan secara benar setiap tahunnya dan membayar utang pajak dalam jumlah yang benar tepat waktu.[footnoteRef:8] Kepatuhan pajak dapat dilihat dari isi atau kandungan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) yang telah disampaikan oleh wajib pajak kepada otoritas perpajakan yang menurut peraturan yang berlaku harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam artian benar jumlah-nya, jelas sumbernya dan lengkap lampirannya. Dari sisi negatif, self assessment system dapat memberikan peluang bagi wajib pajak untuk tidak atau tidak sepenuhnya patuh yang dapat dilakukan melalui penghindaran (tax avoidance) maupun penggelapan pajak (tax evasion). Guna mencegah ketidakpatuhan dimaksud, undang-undang memberikan wewenang kepada otoritas perpajakan melakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan menguji sampai sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehubungan dengan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang.[footnoteRef:9]  [7:  Alm, J. "A Perspective on The Experimental Analysis of Taxpayer Reporting". The Accounting Review, no 66 (3), (1991): 577-93.]  [8:  Palil, M.R. Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia. Ph.D. Thesis, University of Birmingham, 2010:153-160]  [9:  Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.] 

Melalui pemeriksaan pajak, otoritas perpajakan akan mengungkapkan apakah wajib pajak yang bersangkutan telah menghitung sendiri jumlah utang pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal wajib pajak belum menghitung sendiri utang pajak dengan benar, otoritas perpajakan akan menetapkan jumlah utang pajak yang seharusnya dibayarkan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang merupakan produk hukum dari pemeriksaan pajak. Namun Wajib Pajak yang memandang bahwa jumlah utang pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan peraturan dan tidak didukung bukti transaksi yang sebenarnya, akan menolak hasil pemeriksaan dengan cara mengajukan keberatan kepada otoritas perpajakan.[footnoteRef:10] Dalam hal ini telah terjadi sengketa pajak antara otoritas perpajakan dengan wajib pajak perihal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Penyelesaian sengketa keberatan atas utang pajak dilaksanakan berdasarkan pembahasan antara pihak yang bersengketa yakni otoritas perpajakan	dan	wajib	pajak.	Dalam hal ini masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen hukum, akan tetapi otoritas perpajakan sebagai salah satu pihak yang bersengketa pada akhirnya berhak memutuskan sengketa dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang isinya dapat menolak atau menerima seluruhnya, menolak atau menerima sebagian dan bahkan menaikkan jumlah utang pajak. Dalam hal ini otoritas perpajakan telah mengadili dirinya sendiri melawan wajib pajak, Dengan perkataan lain, dalam penyelesaian sengketa keberatan atas utang pajak tidak terdapat Hakim yang memutus sengketa antara otoritas perpajakan dan wajib pajak. Di sisi lain, masyarakat percaya bahwa tidak ada hakim yang netral dalam mengadili dirinya sendiri, sehingga berdampak kurang baik terhadap wajib pajak dalam upaya mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. [10:  Pasal 25 Ayat | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.] 

Pengajuan keberatan atas utang pajak dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang merupakan upaya hukum yang dilakukan wajib pajak dalam rangka mencari kepastian hukum yang berkeadilan. Ironisnya, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian. Besarnya sanksi administrasi berupa denda ditetapkan sebesar 30% dari sisa utang pajak berdasarkan Putusan Keberatan.[footnoteRef:11] Dalam hal ini, denda timbul bukan karena perbuatan melawan hukum, artinya wajib pajak dikenakan denda tanpa sesuatu kesalahan atau pelanggaran hukum. Sebaliknya, Wajib Pajakdikenakan denda justru ketika melaksanakan mandat peraturan perpajakan yang berlaku. [11:  Pasal 25 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.] 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa undang-undang ini diselenggarakan antara lain berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum dan keadilan merupakan aksiologi hukum yang harus ditegakkan sesuai amanat Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Dengan demikian wajib pajak yang mencari kepastian hukum dan keadilan secara syah melalui pengajuan keberatan tidak dapat diancam dengan denda dan wajib diputuskan oleh Hakim secara independen Dengan perkataan lain, penyelesaian sengketa keberatan tanpa kehadiran Hakim dan pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas utang pajak hasil keputusan keberatan bertentangan dengan prinsip "kepastian hukum yang adil" sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945.
Pengenaan sanksi administrasi berupa denda dapat menghambat wajib pajak untuk mencari keadilan, sebab wajib pajak telah terbebani secara psikologis berupa potensi ancaman sanksi denda apabila keberatan ditolak sebagian atau seluruhnya. Potensi ancaman sanksi denda dimaksud dapat mengubah keputusan wajib pajak untuk tidak berbuat atau tidak mengajukan keberatan yang merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang dalam usaha untuk melindungi harta benda milik kepunyaan wajib pajak. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan:
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penyelesaian keberatan atas utang pajak menunjuk adanya pihak yang tidak independen dalam memutus sengketa keberatan atas utang pajak sehingga wajib pajak sulit mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum semakin nyata ketika kekalahan wajib pajak dalam penyelesaian sengketa keberatan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari utang pajak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul: “Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Keberatan Terhadap Utang Pajak".

B. PEMBAHASAN 
1. Analisis Sanksi Denda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum 
Kepastian hukum dan keadilan adalah merupakan aksiologi hukum yang harus ditegakkan sesuai amanat Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Merujuk pada ketentuan 28D Ayat (1) UUD 1945, dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aksiologi hukum aliran Hukum Alam/Kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran Postivisme Hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum[footnoteRef:12] yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang- undangan). Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan baik secara formil (procedural) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. Pada keadilan prosedural (procedural justice). diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu keputusan. Tolak ukurnya adalah "ketaatan" kepada hukum acara. (Procedural justice: It refers to procedureres applied in stiling a dispute or taking a decisions). Pada keadilan hukum (legal justice). diekspresikan keadilan menurut undang-undang dan keadilan ini berkenaan dengan penjatuhan atau pemberian sanksi terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Tolak ukur legal justice adalah asas legalitas. (Legal justice: It is justice according to law and is justice which is done or meted out as a result of the application of law. It may be case that the law in question in unjust. The consequency would be that the outcome of the application of such unjust law may not be satisfactory. In other words, it may be regarded as unjust but it still called legal justice).[footnoteRef:13] [12:  Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. CST. Kansil. Kamus Istilah Hukum. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009): 385. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Op. Cit, hlm.82-83]  [13:  I Dewa Gede Atmadja. Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis. (Malang: Setara Press 2013): 76-78; Abdul Chair Ramadhan. Kumpulan Keterangan Ahli Hukum Pidana, Bagian I. (Jakarta: Lisan Hal, 2021): 2-3.] 

Dalam upaya penegakan hukum, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang- undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.[footnoteRef:14] [14:  Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum,	Op. Cit, h. I5.] 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[footnoteRef:15] [15:  Riduan Syahrani. Op. Cit, h.23.] 

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah- kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa- masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.
Terkait dengan penerapan sanksi administrasi berupa denda dalam putusan keberatan , pada prinsipnya, wajib pajak harus mempunyai kesalahan untuk dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan itu bukan karena perbuatan mengajukan keberatan yang sah secara hukum.
Ketika wajib pajak mengajukan keberatan, pada dasarnya yang wajib pajak dimaksud tidak melakukan pelanggaran hukum apapun. Pengajuan keberatan yang dilakukan wajib pajak kepada otoritas perpajakan murni merupakan upaya hukum yang dijamin dalam Pasal 25 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Ketika wajib pajak mengajukan keberatan, harapan sejatinya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang jumlah utang pajaknya, dengan perkataan lain, apabila keberatan ditolak atau kalah seluruhnya maka jumlah utang pajak seharusnya tetap menjadi pasti yakni sebesar utang pajak yang tercantum dalam produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Akan tetapi justru yang terjadi adalah keadaan yang sebaliknya dimana ketika wajib pajak mengajukan keberatan malah jumlah utang pajak menjadi tidak pasti terutama ketika keberatan ditolak atau kalah secara keseluruhan sebab dikenakan tambahan berupa denda sebesar 30% dari jumlah utang pajak.
Pengenaan sanksi administrasi berupa denda akibat kekalahan seluruh atau sebagian tuntutan dalam keberatan sebesar 30% bukan saja memberatkan secara finansial, tetapi secara hukum tidak memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, bahkan jumlah utang pajak menjadi pasti ketika wajib pajak mengabaikan haknya untuk mengajukan keberatan. Logika penerapan denda yang demikian besar itu sulit dicerna akal sehat, sebab tidak ditemukan alasan atau penjelasan logis atas besarnya penetapan denda tersebut. Besarnya sanksi administrasi berupa denda, kelihatannya ditetapkan secara trial system dimana sebelumnya ditetapkan sebesar 50% sebagaimana tercantum dalam UU KUP dan kini turun menjadi 30% sebagaimnana tercantum dalam UU HPP.
Disisi lain, pengenaan sanksi administrasi berupa denda dapat menghambat wajib pajak untuk mengajukan keberatan, sebab wajib pajak telah terbebani secara psikologis berupa potensi ancaman sanksi denda apabila keberatan ditolak sebagian atau seluruhnya. Dengan perkataan lain, pengenaan sanksi administrasi berupa denda setidak-tidaknya melemahkan niat wajib pajak mengajukan keberatan. Potensi ancaman sanksi denda dimaksud dapat mengubah keputusan wajib pajak untuk tidak berbuat atau tidak mengajukan keberatan yang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 28H Ayat 2 UUD 1945, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Adanya ancaman sanksi denda apabila keberatan ditolak sebagian atau seluruhnya, bertentangan dengan Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan: 
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, seria berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
Pengenaan denda tanpa melakukan kesalahan, telah merusak atau mencederai kepastian hukum berupa keamanan hukum atau perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan otoritas perpajakan. Pengenaan denda atas kekalahan dan proses keberatan pajak, telah merusak kepastian hukum oleh karena hukum tidak lagi dapat memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Pengenaan denda ini juga telah memperlemah hukum sehingga hukum tidak lagi dapat menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.
Ditinjau dari aspek validitas, norma sanksi denda tidak memiliki validitas. Dalam kaitan ini Hans Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma (stufenbau theory). Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah grundnrom. Disini, Kelsen menggambarkan suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (interlock norms) yang yang lebih konkret (the most perticular or concret). Validitas semua norma tersebut  pada  akhirnya  akan  bermuara  dan  mendapat  validasi  dari grundnorm, norms dan sub-norms. Menurutnya, hirarki norma hanya mengenal superordinasi dan subordinasi, tidak mengakui adanya koordinasi.[footnoteRef:16]  [16:  Atip Latipulhayat. Loc. Cit.] 

Dalam kaitan penerapan sanksi administrasi berupa denda baik dalam keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian selain bertentangan dengan prinsip prosedur dan proses murah juga bertentangan dengan aksiologi "kepastian hukum yang adil".
Selanjutnya, jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya. Pertama, sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang, dwangsom. Kedua, sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. misalnya adalah berupa denda administratif. Ketiga, sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.[footnoteRef:17]  [17:  Loc. Cit] 

Mengacu pada penggolongan sanksi di atas, dapat dikatakan sanksi administratif pajak termasuk sanksi punitif. Dalam kaitannya dengan sengketa keberatan, maka penerapan denda administratif yang tergolong sanksi punitif dipertanyakan, sebab tidak terdapat kesalahan apapun yang mendahuluinya. Sengketa pajak muncul sebab adanya perbedaan penilaian antara fiskus dan wajib pajak. Dalam hal ini, penerapan sanksi denda administratif bukan untuk memberikan hukuman pada seseorang.
Uraian di atas menunjukkan adanya konflik norma. Konflik norma dimaksud menunjuk pada pengaturan sanksi administratif denda. Hans Kelsen membedakan konflik norma menjadi konflik norma bilateral dan unilateral. Bilateral jika konflik norma terjadi dalam hubungan yang timbal balik dimana mematuhi salah satu satu norma mengakibatkan pelanggaran terhadap norma lainnya, pun sebaliknya. Sedangkan unilateral, jika konflik norma hanya terjadi dalam hubungan yang satu arah dimana mematuhi salah satu norma menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya, namun tidak sebaliknya. Kemudian dilihat dari sisi substansinya, Kelsen membedakan konflik norma menjadi konflik norma total dan parsial. Total jika isi pengaturan antara norma satu dan lainnya bertentangan atau berbeda seluruhnya (totally different). Parsial jika isi pengaturan antara norma satu dan lainnya hanya bertentangan atau berbeda sebagian (partially different).[footnoteRef:18]  [18:  Nurfaqih Irfani. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 September (2020): 309.] 

Kemudian, Pasal 28 Ayat 4 UUD 1945, menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Merujuk pada ketentuan ini, maka terhadap pengambilan hak milik tanpa persetujuan pemiliknya merupakan tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks demikian, denda pada hakekatnya merupakan pemindahan hak milik pribadi (privat) kepada negara (publik) yang harus dilakukan berdasarkan undang- undang, sehingga tidak diperkenankan mengenakan denda tanpa kesalahan.
Selanjutnya, dalam upaya membangun sistem penyelesaian sengketa pajak yang komprehensif dan terintegrasi sangat terkait dengan dengan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.[footnoteRef:19] Politik hukum pada akhirnya akan menentukan bekerjanya sistem hukum. Dalam kaitan ini, Merryman mengatakan, sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum  tanpa  ada  sistem,  maka  penegakan  hukum  mustahil  dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.[footnoteRef:20]  [19:  Padmo Wahjono. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 160. Menurut Mahfud, politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. M. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2001, hlm. I-2.]  [20:  Ade Maman Suherman. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 2004, hlm. 4-5.] 

Sistem hukum memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (philosophic), adanya asas-asas hukum (legal principles), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (legal rules) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (legal society). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat.[footnoteRef:21] Menurut Parsons agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, maka ada empat hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:[footnoteRef:22]  [21:  Mudzakkir. "Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana." Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22]  [22:  Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian. (Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan, 2006):155.] 

1) Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada aturan-aturan).
2) Masalah interpretasi (yang akan menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui proses penerapan aturan tertentu).
3) Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang menerapkannya).
4) Masalah yuridiksi (menetapkkan garis kewenangan yang kuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat norma itu).
Kemudian, dalam setiap implementasi bekerjanya penegakan hukum, maka diperlukan pengintegrasian komponen sistem hukum. Lawrence Friedman menjelaskan pengintegrasian dimaksud yang meliputi tiga faktor, yakni substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Pada yang tersebut pertama, merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum. Pada yang tersebut kedua, adalah bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Adapun pada yang tersebut ketiga, yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum.193 Jadi ketiga faktor tersebut harus ada dan berlaku tetap, masing- masingnya saling memberikan kontribusi. Dengan demikian dalam penyelesaian sengketa pajak harus memenuhi ketiga unsur tersebut.

2. Analisis Sanksi Denda Berdasarkan Asas Keadilan
Keadilan menunjuk pada perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Aristoteles menyampaikan keadilan konvensional, yakni keadilan yang didasarkan pada kebutuhan yang tidak bersifat tetap (natural). Perbedaan keadilan konvensional dengan keadilan natural adalah menunjuk pada cakupannya. Sesuai dengan namanya, keadilan natural bersifat statis. Diberikan untuk semua lapisan masyarakat. Adapun keadilan konvensional ditetapkan oleh suatu komunitas tertentu. Keberlakuannya bersifat dinamis, selalu dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan.[footnoteRef:23]  [23:  Simona Vieru. "Aristotles Influence on the Natural Law Theory of St Thomas Aquinas". The Western Australian Jurist, Vol.1, (2010): 117.] 

Keadilan konvensional dapat dipersamakan dengan keadilan distributif (justitia distributive). Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang- orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya.
Dalam kaitannya dengan pengenaan denda pajak, apabila keberatan ditolak sebagian atau seluruhnya, tidak rasional dan tentunya tidak proporsional. Perusahaan sebagai pihak yang melaksanakan amanat undang-undang mengajukan keberatan sanagt tidak adil apabila dikenakan denda. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda juga dapat menghambat Wajib Pajak untuk mencari keadilan, dengan perkataan lain otoritas perpajakan telah merintangi wajib pajak untuk mengajukan keberatan. Wajib Pajak terbebani secara psikologis berupa potensi ancaman sanksi denda apabila keberatan ditolak sebagian atau seluruhnya. Potensi ancaman sanksi denda dimaksud dapat mengubah keputusan Wajib Pajak untuk tidak berbuat atau tidak mengajukan keberatan yang merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang dalam usaha untuk melindugi harta benda milik kepunyaan Wajib Pajak.
Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum.[footnoteRef:24] [24:  Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif.  Op. Cit, hlm. 11-12.] 

Dengan mengacu pada dalil-dalil keadilan sebagaimana diuraikan di atas, maka aturan sanksi denda patut dipertanyakan. Terlebih lagi sanksi denda demikian tinggi. Norma sanksi denda bertentangan dengan aspek kebenaran dan sekaligus keadilan. Kebenaran dan keadilan menurut Koesoemo Sisworo merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi.[footnoteRef:25] Rawls mengatakan, bahwa sebagai kebajikan utama manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.[footnoteRef:26] Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Sejalan dengan hal ini Al-Kindi mengatakan keadilan identik dengan suatu kualitas (sifat) yang inheren dalam diri manusia dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang benar.[footnoteRef:27] Sama dengan Aristoteles, Thomas Aquinas juga menyebutkan keadilan distributif. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Perimbangan menurut teori keadilan Aristoteles, menunjuk pada suatu kondisi dimana kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.[footnoteRef:28]  [25:  Soejono Koesoemo Sisworo. "Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum dalam Relasi dan Relevansinya dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia." Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum (Filsafat Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 30 Maret 1989: 8.]  [26:  Jhon Rawls, Op. Cit, hlm.4.]  [27:  Majid Khadduri. Teologi Keadilan Perspektif Islam. Judul Asli: The Islamic Conception of Justice. Penerjemah: H. Mochtar Zoerni & Joko S. Kahar. (Surabaya: Risalah Gusti, 1999): 121.]  [28:  J.H. Rapar. Filsafat Politik Plato. (Jakarta: Rajawali Press, 1991): 82.] 

Pada umumnya sengketa pajak bermuara pada perbedaan pemahaman tentang bukti transaksi, teknis dan penerapan peraturan perpajakan antara wajib pajak dan fiskus sehingga menjadi suatu hal yang lumrah dalam dunia hukum, yang tidak lumrah justru timbulnya sanksi administrasi berupa denda akibat kekalahan seluruh atau sebagian tuntutan wajib pajak. Ancaman sanksi denda telah kehilangan legitimasinya. Dikatakan demikian oleh karena tidak ada korespondensi antara kebenaran dengan keadilan.
Johan Nasution menjelaskan, bahwa pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Menurutnya, dalam versi modern teori keadilan Aristoteles yang berdasar pada prinsip persamaan dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.[footnoteRef:29] Dalam kaitan ini, persoalan aturan sanksi denda pajak tidak dapat dikatakan sebagai wujud keadilan dalam artian ketidaksamaan hak. Kesamaan hak dalam suatu aturan harus diberikan jaminan atas pemenuhan keadilan. [29:  Bahder Johan Nasution. "Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern). " Jural Al-Ahkam. Vol. 11 No. 2 Desember (2016): 252.] 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, menunjukkan adanya konflik norma dalam penerapan sanksi administrasi berupa denda dalam proses keberatan. Denda administrasi bukan merupakan sanksi hukum materiil, namun hanya berkaitan dengan prosedural upaya hukum. Ketika wajib pajak selaku pencari keadilan diakui haknya untuk mengajukan keberatan, tetapi pada saat yang sama dikenakan denda apabila keberatan ditolak atau kalah. Hal ini bertentangan dengan norma dalam UUD 1945. Oleh karena itu menurut penulis, perlu dilakukan upaya pembetulan dalam penerapan sanksi administratif berupa denda ketika wajib pajak melakukan upaya keberatan.
Pembetulan dimaksud dengan melakukan koreksi. Koreksi merupakan wujud dari keadilan korektif. Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil.[footnoteRef:30] John Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, walaupun demikian elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga dengan hukum dan institusi, tidak peduli keberadaannya demikian efisien dan rapi, harus direvisi atau dihapuskan jika tidak adil.[footnoteRef:31] [30:  Munir Fuady. Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdoyaan Hukum. (Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003, h.203.]  [31:  Jhon Rawls. Op. Ci, h.3-4.] 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal penyelesaian sengketa pajak, dibutuhkan adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum perdata guna mewujudkan keadilan. Kewajiban negara memberikan keadilan demikian mempengaruhi aktivitas perekonomian, termasuk dan utamanya dalam bidang pajak. Hukum yang dapat mendukung kehidupan ekonomi. menurut Max Weber sebagaimana dikutip Frank, adalah hukum yang memiliki beberapa karakteristik, yakni: predictability, stability, fairness, education, special ability of the lawyer.[footnoteRef:32] Melengkapi kriteria yang diajukan Weber, J. D. Nyhart, seperti dikutip oleh  Radjagukguk, mengatakan bahwa selain memiliki karakter predictability, education, dan accommodation, hukum juga harus mengandung prinsip-prinsip procedural capability, codification of goals. balance, definition and clarity of status, agar hukum tersebut mampu berperan dalam menggerakkan ekonomi.[footnoteRef:33] Serupa dengan Weber Dhaniswara berpendapat bahwa iklim perekonomian suatu negara sangat tergantung pada sistem hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum (legal certainty), keadilan (fairness), dan efisiensi (efficiency).[footnoteRef:34]  [32:  Thomas N. Frank, The New Development, Can American Law and Legal Institution Help Developing Countries? (Wisconsin Law Review, 1989): 206.]  [33:  Erman Radjagukguk, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Jilid 2 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995): 365-367.]  [34:  Harjono K. Dhaniswara. Hukum Penanaman Modal: Tinjauan terhadap Pemberlakuan Undang- Undang Penanaman Modal. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007): hIm. 8] 

Terlebih lagi, bagi investor asing, hukum dan undang-undang menjadi satu tolak ukur untuk menentukan kondusif tidaknya iklim investasi di suatu negara. Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum bagi mereka memberikan keamanan, certainty dan predictability atas investasi mereka. Semakin baik kondisi hukum dan undang- undang yang melindungi investasi mereka, semakin dianggap kondusif iklim investasi dari negara tersebut.[footnoteRef:35] [35:  Hikmahanto Juwana. "Arah Kebijakun Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi, dalam: Majalah Hukum Nasional". No. I Tahun 2007, BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 71.] 

Dengan demikian, diharapkan penyelesaian sengketa pajak dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata dapat menciptakan kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan (fairness). Otoritas perpajakan harus mampu menjamin bahwa setiap bentuk sengketa dapat benar-benar diselesaikan melalui mekanisme yang jelas dan terukur. Dalam konteks ini, institusi otoritasa perpajakan merupakan jawaban atas tuntutan kebutuhan kelembagaan tersebut khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pajak yang terjadi antara wajib pajak dengan pemungut pajak (pemerintah).

C. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu: 
1. Penyelesaian keberatan terhadap utang pajak merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan 26 UU KUP. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme tersebut masih bersifat administratif-birokratis di mana Fiskus bertindak sebagai pihak yang memeriksa sekaligus memutus, sehingga potensi subjektivitas dalam mempertahankan ketetapan pajak sangat tinggi.
2. Berdasarkan fakta lapangan, ditemukan bahwa hambatan utama dalam penyelesaian keberatan adalah beban pembuktian yang berat dan ketiadaan independensi lembaga keberatan. Rincian proses keberatan menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara Wajib Pajak dan negara, di mana prosedur formal seringkali mengabaikan aspek materiil dan keadilan bagi Wajib Pajak.
3. Diperlukan reorientasi kebijakan penagihan dan keberatan pajak yang tidak hanya berorientasi pada target penerimaan negara, tetapi juga pada kepastian hukum. Perlu adanya penguatan lembaga independen di luar struktur otoritas pajak untuk menangani keberatan agar tercipta keseimbangan hukum antara hak negara dan hak asasi Wajib Pajak.
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